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Abstract

Warugunung flats are flats with low-income residents who are managed by the Dinas Pengelolaan Bangunan dan
Tanah. It is located around the city limits near the industrial park, so outreach is quite far from the city center. As a result, the
situation is less attention. Many rusunawa feel less satisfied with the services provided by the Dinas Pengelolaan Bangunan dan
Tanah, such as in the maintenance management is lacking, the mafia phenomenon in rusunawa, game rental on the lease so the
impact on the construction of subsidized apartments for the people down is not reached. The purpose of this study to determine
the effect of service quality and Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah against Tenant Satisfaction Rusunawa Warugunung
Karangpilang Surabaya, to know how big influence. This study uses a variable (X) is the quality of service consisting of
Tangibles, Reability, Responsiveness, Assurance, Empathy and variable (Y) Satisfaction tenants.The method in this research is
an explanatory survey with quantitative approach. The sampling technique using Simple Random Sampling. Data collection by
questionnaire technique, observation, and search online. Analysis of data using Simple Linear Regression Analysis. Based on the
results of data analysis showed that the significant effect of the Service Quality Tenant Satisfaction at 52.3%, and the rest
influenced by other factors. This indicates that the need to increase the service quality, such as revamping the facility rusunawa,
responsiveness and security officers on the environment rusunawa.

Keywords: flats, service quality, customer satisfaction, public services

Pendahuluan

Dunia yang di tempati ini memiliki 195
Negara dengan jumlah penduduk sebanyak
7.256.490.011 jiwa. Republik Rakyat China
menempati urutan pertama dan merupakan Negara
yang memiliki populasi atau jumlah penduduk
terbanyak di Dunia dengan jumlah penduduknya
sekitar 1,36 milliar jiwa atau tepatnya adalah
1.367.485.388 jiwa. Angka tersebut merupakan 18,8%
dari keseluruhan jumlah penduduk dunia ini. Berada di
Urutan kedua adalah India yang memiliki jumlah
penduduk sebanyak 1.251.695.584 jiwa atau sekitar
17,2% dari keseluruhan jumlah penduduk di dunia ini.
Sedangkan Negara Republik Indonesia menduduki
urutan keempat dengan Jumlah Penduduknya
255.993.674 jiwa (sekitar 255 Juta jiwa) atau sekitar
3,5% dari keseluruhan jumlah penduduk dunia(CIA
World,2015).

Padatnya populasi baik di dunia maupun di
Indonesia sendiri membuktikan bahwa perkembangan
penduduk saat ini terus bertambah pesat. Hal ini
didorong oleh angka kelahiran yang selalu lebih tinggi
daripada angka kematian di Indonesia. Hasilnya
populasi semakin meningkat dan padat yang
berpengaruh juga pada kebutuhan manusia akan suatu
tempat tinggal yang merupakan kebutuhan primer.

Kota besar masih menjadi daya tarik tersendiri bagi
sebagian masyarakat Indonesia. Perkembangan kota
besar yang merupakan pusat dari kegiatan ekonomi
menjadi daya tarik bagi masyarakat yang dapat
membawa pengaruh bagi tingginya arus tenaga kerja
baik dari dalam kota itu sendiri maupun dari luar
wilayah kota, sehingga menyebabkan pula tingginya
arus urbanisasi. Masalah utama yang selalu mengiringi
perkembangan perkotaan adalah kepadatan penduduk.
Urbanisasi telah menyebabkan ledakan jumlah
penduduk kota yang sangat pesat, yang salah satu
implikasinya adalah terjadinya penggumpalan tenaga
kerja di kota-kota besar di Indonesia. Banyaknya
penduduk yang memilih menetap di kota besar
menyebabkan semakin banyaknya tumbuh
pemukiman-pemukiman baru baik itu legal maupun
ilegal. Di dalam pemukiman padat penduduk akan
banyak dijumpai rumah-rumah yang tidak layak huni.
Di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung dan
kota-kota besar lainnya akan banyak dijumpai
pemukiman-pemukiman padat yang tidak teratur.
Tumbuhnya permukiman kumuh (slum area) di daerah
perkotaan pada umumnya akibat dari kebutuhan
perumahan yang belum terpenuhi bagi masyarakat
berpenghasilan rendah.
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Pembangunan  nasional di  Indonesia
bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil
dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945. Masyarakat yang adil dan
makmur tersebut diartikan tidak hanya cukup sandang,
pangan, dan papan saja tetapi justru harus diartikan
sebagai cara bersama untuk memutuskan masa depan
yang dicita-citakan dan juga turut secara bersama
mewujudkan masa depan tersebut. Semangat untuk
mewujudkan masa depan tersebut merupakan amanah
dari mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 alinea
ke-4 yang berbunyi “Kemudian daripada itu untuk
membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan
kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-
Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk
dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang
berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhan
Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab,
Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin
oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan
atau perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” juncto
Pasal 28 UUD 1945 ayat (1) yang berbunyi “Semua
orang  berhak untuk  hidup serta  berhak
mempertahankan hidup dan kehidupannya”(Rizal Arif,
2009).

Pemerintah  merencanakan pembangunan
perumahan yang layak agar penataan ruang wilayah
semakin teratur. Pesatnya penduduk di perkotaan
dengan lahan yang terbatas menjadikan pemerintah
harus mencari solusi dalam masalah perumahan dan
pemukiman. Kondisi lahan semakin sempit dan mahal
menjadi masalah besar dalam pengadaan perumahan
di perkotaan. Kota yang semakin padat, permintaan
akan rumah semakin tinggi, pemanfaatan lahan secara
besar-besaran, mengakibatkan nilai lahan naik, dan
harga unit perumahan menjadi naik, menjadi efek
domino yang selalu menyertai program pengadaan
perumahan. Terkait dengan naiknya nilai dan harga
lahan di wilayah perkotaan pemerintah menyiasatinya
dengan mengeluarkan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang rumah
susun. Strategi Pembangunan Perumahan dan
Permukiman Nasional, yaitu mendorong
pembangunan perumahan dan permukiman ke arah
vertikal untuk daerah yang berkepadatan tinggi,
terutama di kota-kota besar dan metropolis.
Pengembangan perumahan secara vertikal berdampak
terhadap tingkat efesiensi lahan dan dapat menjadi
subsidi terhadap harga rumahnya kelak.

Pembangunan perumahan yang dilakukan
oleh pemerintah maupun pengembang merupakan
upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia.
Pembangunan perumahan ditujukan agar seluruh
rakyat Indonesia menempati rumah yang layak dalam
lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.
Rumah yang layak adalah bangunan rumah yang
sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan
keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas
bangunan serta kesehatan penghuninya. Lingkungan
yang sehat, aman, serasi, dan teratur adalah
lingkungan yang memenuhi persyaratan penataan
ruang, persyaratan penggunaan tanah, penguasaan hak
atas tanah, dan kelayakan prasarana dan sarana
lingkungannya(A.P Parlindungan, 2001).

Menteri Pekerjaan umum dan Perumahan
Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyampaikan
bahwa target pembangunan perumahan tahun ini
cukup tinggi untuk meminimalkan ketertinggalan.
Kepala biro perencanaan kementerian PUPR Hardi
Simamora mengharapkan permasalahan backlog
perumahan di Indonesia tuntas pada 2030 untuk 1
(satu) juta rumah seperti yang disampaikan oleh
Presiden Joko Widodo. Untuk itu, diperlukan kerja
sama dari berbagai pihak, khususnya para pemangku
kepentingan bidang perumahan, baik pemerintah
pusat, pemerintah daerah, pengembang, maupun
masyarakat. Kebijakan penyediaan perumahan untuk 5
(lima) tahun kedepan yaitu untuk memperluas akses
terhadap tempat tinggal yang layak yang dilengkapi
dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk
seluruh kelompok masyarakat secara berkeadilan,
melalui pengembangan multi sistem penyediaan
perumahan secara utuh dan seimbang (Jawapos.com).

Pembangunan rumah susun merupakan
alternatif kebutuhan untuk di daerah perkotaan karena
suatu lahan yang terbatas. Disamping sebagai tempat
tinggal atau hunian bagi warga kota yang padat
penduduknya, juga merupakan pengembangan wilayah
kota secara vertikal. Pembangunan rumah susun dapat
dikonsumsikan untuk masyarakat menengah ke atas,
menengah dan menengah ke bawah (Urip santoso,
2010).

Masalahnya adalah pembangunan rumah susun
tidak pernah memperhitungkan kelompok-kelompok
sasaran pemakai atau penggunanya secara jelas.
Padahal aktivitas ekonomi dikawasan perkotaan
terutama di kota-kota besar Indonesia pada umumnya
didukung dan digerakkan oleh berbagai kelompok dan
strata sosial ekonomi masyarakat yang beragam.
Pemerintah membangun rumah susun sederhana sewa
(rusunawa), yang selanjutnya disebut rusunawa
berdasarkan PERMEN No.6 Tahun 2012 tentang
pengelolaan rumah susun sederhana sewa yaitu
bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam
suatu lingkungan yang terbagi dalam arah horizontal
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maupun vertical dan merupakan satuan-satuan yang
masing—-masing digunakan secara terpisah, status
penguasaanya sewa serta dibangun  dengan
menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dengan fungsi utamanya sebagai hunian.
Instansi pemerintah yang mengelola rumah susun
yaitu Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah kota
Surabaya sebagai instansi pemerintah  yang
memberikan pelayanan dalam bidang melaksanakan
urusan pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi
dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan
bangunan dan tanah. Berikut data pembangunan
rusunawa di Negara Indonesia:

Gambar 1.1 Grafik Pembangunan Rusunawa di
Negara Indonesia
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Sumber : Pusdata Kementerian Pekerjaan Umum
Tahun

Menurut Gambar 1.1 di atas, data dari pusat
data Kementerian Pekerjaan Umum rusunawa telah
dirintis oleh Kementerian PU sejak Tahun 2003.
Ketika itu hanya tujuh provinsi yang menjadi lokasi
pembangunan Rusunawa, yaitu Riau, Jawa Barat,
Banten, Jawa Tengah, DI. Yogyakarta, Jawa Timur,
dan Sulawesi Selatan. Diketahui bahwa sejak tahun
2003 hingga tahun 2012 puncak pembangunan
rusunawa tertinggi terjadi pada tahun 2011-2012 dan
terendah pada tahun 2004-2005. Berikut data Jumlah
Pembangunan Rusunawa terbesar yang terbagi
menurut Provinsi di Indonesia tahun 2003 — 2012:

Tabel 1.1 Data Pembangunan Rusunawa di Negara
Indonesia

i Jumlah Blok Jumlah Unit Persentase (%)
Rusunawa Rusunawa

Sumatra Utara 18 1.761 7.64
Kepulavan Riau 14 1.386 6,01
DKI Jakarta 20 1.959 8.50
Jawa Barat 39 3721 16,14
Jawa Tengah 51 4,986 21,62
DI.Yogyakarta 21 2.022 8,77
JawaTimur 36 5478 23,76
Sulawesi Selatan 18 1.746 57
Total 237 23.059 100

Sumber ; Pusdata Kementerian Pekeyjaan Umum (Tahm 2012)

Dari Tabel 1.1 diketahui bahwa secara
keseluruhan Negara Indonesia memiliki 237 blok
rusunawa yang tersebar di berbagai provinsi. Provinsi
Jawa Timur menduduki peringkat tertinggi dengan
persentase pembangunan rusunawa sebesar 5.478
(23,76%) dari jumlah keseluruhan unit di Indonesia,
baru kemudian disusul oleh Jawa Tengah, Jawa Barat
dan provinsi lainnya. Dari data tersebut secara
keseluruhan pembangunan rusunawa di pulau Jawa
sebesar  78,78%, sedangkan sisanya 21,22%
pembangunan rusunawa di luar pulau Jawa.

Permasalahan banyak timbul dari
pembangunan rusunawa yang sejatinya, rusunawa
diperuntukkan bagi warga yang memiliki kartu tanda
penduduk (KTP) kelas menengah ke bawah. Unit
rusunawa memiliki ketetapan bahwa tidak dapat
dibeli, hanya bersifat sewa yang ditandai dengan
adanya Surat Perintah yang diberikan oleh Pemda
setempat. Surat Perintah ini dipegang oleh penghuni
sebagai bukti bahwa ia merupakan penghuni yang sah
di rusunawa. Seperti di Rusunawa Marunda dan
Rusunawa Muara Baru Jakarta, penyalahgunaan yang
terjadi adalah adanya praktik jual beli unit rusun dan
juga adanya praktik sewa diatas sewa oleh oknum
yang tidak bertanggung jawab (News.detik.com).
Kasus penyimpangan penggunaan rusun juga terjadi di
Kota Bantul Jogjakarta, dimana penghuni rusun bukan
merupakan warga DIY (Harianjogja.com).

Rumah susun adalah satu solusi pemerintah
kota Surabaya untuk memenuhi kebutuhan rumah
layak huni bagi golongan masyarakat berpenghasilan
rendah. Pembangunan secara vertikal ini banyak
diminati oleh masyarakat tersebut. Sehingga dalam
program jangka panjang pemerintah kota Surabaya
akan berkonsentrasi membangun rumah susun
sederhana (rusunawa) secara bertahap, walaupun
terkendala dengan meningkatnya harga tanah dan
penentuan lokasi yang tersulit (Dafrimon, 2012). Dari
sisi penghuni rusunawa secara umum menyatakan
bahwa permasalahan kualitas hunian rusunawa
membawa dampak dan akibat negatif terhadap
menurunnya kualitas lingkungan hunian yang
menyebabkan kenyamanan tinggal menurun, prasarana
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lingkungan  rusunawa yang tidak memadai
menyebabkan produktivitas dan aktivitas kerja sehari-
hari penghuni menurun, kualitas ruang hunian yang
tidak mencukupi kebutuhan penghuninya berdampak
pada perkembangan psikologis yang tidak baik,
fasilitas bersama yang tidak termanfaatkan secara
optimal berdampak pada konflik sosial antar penghuni,
dan pengelolaan rusunawa yang tidak memenuhi
kepentingan penghuni berdampak pada
ketidakpedulian penghuni terhadap aturan hunian yang
telah ditetapkan. Dari sisi pengelola rusunawa yaitu
Dinas pengelolaan bangunan dan tanah menyampaikan
penting adanya kajian ekonomis terhadap pemanfaatan
fasilitas rusunawa untuk mendapatkan tambahan dana
untuk pemeliharaan dan operasional selain dana hasil
sewa unit hunian. Berikut data bangunan rusunawa di
Surabaya:

Tabel 1.2 Data Rusunawa di Surabaya Tahun 2016

Jumlah | Jumlsh Tipe Jumlah | Luas Lahan
Blok Unit Lantal (M2)

Urip Sumoharjo 3 120 21 4 55

Dupak Bangunrejo 6 130 18 3

Sombo 10 600 18 41.044
Penjaringansari I 3 240 18 3235

Warngunung 10 600 21 29.845
Penjaringansari 11 6 288 21 -
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Sumber : Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah,
diolah Tahun 2016

Pada tabel diatas menunjukkan data jumlah rumah
susun di Surabaya dari tahun ke tahun semakin
bertambah dengan jumlah sebanyak 20 lokasi dan 82
blok, dengan total 4.139 penghuni rusun, diantaranya
rusun terbanyak yaitu Rumah Susun Sombo sebanyak
600 penghuni dan Rumah Susun Warugunung dengan
jumlah 600 penghuni. Luas bangunan/unit rumah yang
telah di bangun rata-rata memakai type 18, 21, dan
terbanyak type 24, kemudian lahan terluas berada di
rusun Randu dengan luas lahan 44.290 meter persegi.
Kondisi rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di
Surabaya banyak yang memprihatinkan. Dari enam
rusun yang telah dioperasikan, empat di antaranya
tampak kumuh seperti di rusunawa Warugunung,

Penjaringansari I, Dupak Bangunrejo, dan Sumbo.
Ada banyak rusunawa yang dihuni masyarakat
kalangan bawah yang beroperasi beberapa tahun
terlihat kumuh. Artinya, pemeliharaan oleh pemerintah
setempat sangat kurang. Alokasi dana dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk
pemeliharaan rusunawa kelas bawah terbilang cukup
kecil dan jauh dari ideal. Padahal, ini merupakan
tanggung jawab pemerintah (Okezone.com). Selain
pemeliharaan yang kurang, adanya fenomena mafia di
rusunawa, permainan sewa diatas sewa sehingga
mengakibatkan tujuan dari pembangunan rusunawa
bagi masyarakat kelas bawah tidak tercapai.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari
pengurus Rumah susun Warugunung luas bangunan
rusun sebesar 3 Ha. Rumah susun Warugunung
memiliki 10 Blok dibangun dengan 5 lantai type 21,
dengan jumlah penghuni rumah susun 564 unit. 1 unit
rumah susun dapat dihuni 4 orang sekaligus. Adapun
biaya sewa yang dikeluarkan oleh penyewa untuk 1
unit ruang sewa: Lantai I Rp.108.000,-; lantai II
Rp.102.000,-; lantai IIT Rp.96.000,- ; lantai IV
Rp.90.000,- , lantai V Rp.84.000,- perbulan. Harga
sewa tersebut diatas belum termasuk biaya rekening
listrik, air dan gas yang menyesuaikan kebutuhan
masing-masing penyewa. Disamping itu terdapat iuran
Rp.1.000 setiap bulan, untuk pemeliharaan lingkungan
dan bangunan. Hasil dari pengamatan langsung dan
wawancara pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti
kepada penghuni rusunawa Warugunung, adanya
fenomena mafia permainan sewa diatas sewa terjadi di
rusunawa Warugunung. Lokasi rusunawa berada di
daerah Mastrip, daerah yang sangat strategis dengan
kawasan perindustrian sehingga rumah tinggal
sementara banyak dicari oleh pekerja pabrik disekitar
daerah tersebut, selain itu kurangnya pengamanan di
rusun, adanya pemungutan biaya liar, fasilitas yang
kurang memadai seperti air PDAM yang tidak lancar
semakin membuktikan bahwa kurangnya layanan
pemerintah dalam hal ini Dinas Pengelolaan Bangunan
dan Tanah Kota Surabaya sebagai instansi terkait.

Dari latar belakang masalah yang telah
diuraikan di atas, masalah dalam penelitian ini adalah
Seberapa besar pengaruh tangibels, reliability,
responsiveness, assurance, emphaty pada dimensi
kualitas pelayanan Rusunawa  Warugunung
Karangpilang Surabaya oleh Dinas Pengelolaan
Bangunan dan Tanah terhadap kepuasan penyewa
Rusunawa Warugunung Karangpilang Surabaya.

Secara umum, tujuan penelitian ini adalah
untuk memberikan gambaran mengenai kondisi
pelayanan Rusunawa Warugunung Karangpilang
Surabaya oleh Dinas Pengelolaan Bangunan dan
Tanah terhadap penyewa. Sedangkan tujuan khusus
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh
tangibels, reliability, responsiveness, assurance,

11




Kebijakan dan Manajemen Publik

ISSN 2303 - 341X

Volume 4, Nomor 3, September - Desember 2016

emphaty pada dimensi kualitas pelayanan Rusunawa
Warugunung Karangpilang Surabaya oleh Dinas
Pengelolaan Bangunan dan Tanah terhadap kepuasan
penyewa Rusunawa Warugunung Karangpilang
Surabaya. Penelitian ini diharapkan agar menjadi
ruyjukan pada pengembangan Ilmu Administrasi
Negara dalam teori pelayanan publik, dan berguna
juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang
melakukan kajian terhadap kualitas pelayanan Dinas
pengelolaan bangunan dan tanah dengan Rusunawa
Warugunung Karangpilang Surabaya.

Kajian Pustaka

Paradigma dalam administrasi publik dapat
dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu Old
Public Administrasion, New Public Management dan
New Public Service. Diantara ketiga paradigma
tersebut paradigma Old Public Administrasion dan
paradigma New Public Management banyak menuai
kritikan publik dikarenakan kurang relevan dan kurang
efektif menangani persoalan publik. Paradigma Old
Public Administrasion dinilai dalam New Public
Management bahwa pelayanan publik diselenggarakan
administrator yang bertanggung jawab kepada pejabat
publik disamping itu organisasi public melaksanakan
sistem tertutup sehingga keterlibatan warga negara
dibatasi. Sedangkan New Public Management dinilai
dalam New Public Service berfokus pada hasil kinerja
fungsi pemerintah memperhatikan pasar, kontrak kerja
keluar, yang berarti pemberian pelayanan tidak
sepenuhnya dari birokrasi tetapi juga bisa dari sektor
swasta.

New Public Service dianggap sebagai kritikan
terhadap Old Public Administrasion dan New Public
Management yang dirasakan belum memberikan
dampak kesejahteraan tetapi malah memberikan
ketidak adilan pelayanan. Dalam New Public Service
masyarakat dianggap sebagai warga Negara bukan
sebagai klien dan pemilih seperti Old Public
Management atau sebagai customers seperti pada New
Public Management. Maka dengan begitu dibuatlah
asumsi-asumsi dasar New public service(Denhart and
Denbhart. 2013) .

Pergeseran Paradigma Pelayanan Publik

01d Public New Public = = g2
Aspek Administration Manajemen e ubic Sefvice
Dasar Teori Teori Politik Teori Ekonomi Teori Demokrasi
Konsep Kepentingan publik | Kepentingan publik Kepentingan publik
Kepentingan | adalah sesuatu yang | mewakili agregasi dan adalah hasil dari
Publik didefinisikan secara | kepentingan individu | agregasi dialog tentang
politik dan yang berbagai nilai

tercantum dalam
aturan

Kepada Siapa Klien dan Pemilih Pelanggan Warganegara
Birokrasi harus
Bertanggung
jawab

Peran Pemerintah| Pengavuh (rowing) |Mengarahkan (steering)| Menegosiasikan dan
mengeloborasi berbagai
kepentingan
warganegara dan
kelompok komunitas

Akuntabilitas Menurut hierarki Kehendak pasar yang | Multi aspek; akuntabel
administratif merupakan keinginan pada hukum, nilai
pelanggan komunitas, norma
politik, standar
profesional, kepentingan
Warga negara

sumber - Denhardt and Denhardt (2003).

Pelayanan atau service suatu hal yang
diperlukan untuk melayani masyarakat dalam
memenuhi kehidupannya dan tak lepas dari
keberadaan orang lain maupun diri sendiri. Menurut
Gronroos dalam Ratminto mendefinisikan suatu
aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak
kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai
akibat adanya interaksi antar konsumen dengan
karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh
organisasi pemberi pelayanan yang dimaksudkan
untuk memecahkan permasalahan konsumen atau
pelanggan (Ratminto, 2005). Kemudian Ivancevich,
Lorenzi, skinner dan Crosby mengatakan bahwa
pelayanan merupakan produk-produk yang tidak kasat
mata(tidak dapat diraba) yang melibatkan usaha usaha
manusia dan menggunakan peralatan (Ratminto,
2005). Selanjutnya menurut Kotler dalam kutipan
Tjiptono menyatakan bahwa Pelayanan adalah setiap
tindakan atau perbuatan yang ditawarkan oleh suatu
pihak lain, yang pada dasarnya bersifat intangible
(tidak berwujud fisik) dan tidak menghasilkan
kepemilikan sesuatu(Fandy Tjiptono, 2004).

Pelayanan Publik atau (public service)
dianggap memiliki kesamaaan arti dengan pelayanan
umum dan pelayanan terhadap masyarakat maka
istilah tersebut telah dijelaskan pada UURI Nomor 25
tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pelayanan
Publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan
dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai
dengan perundang-undangan bagi setiap warga negara
dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan
administratif yang disediakan oleh penyelenggara
publik. Sedangkan Ratminto dalam bukunya
menjelaskan pelayanan publik atau pelayanan umum
didefinikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik
dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang
pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan
dilaksanakan oleh intransi pemerintah di pusat,
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didaerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik
Neagara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam
rangka upaya pemenuhan masyarakat maupun dalam
pelaksanaan  etentuan  peraturan  perundang-
undangan(Ratminto, 2005).

Kualitas Pelayanan didefinisikan menurut
Lukman dan Sugiyanto menyebutkan kualitas
pelayanan berhasil dibangun, apabila pelayanan yang
diberikan kepada pelanggan mendapatkan pengakuan
dari pihak-pihak yang dilayani (Lukman Samparna,
2001). Berbeda dengan pendapat Supranto pada
bukunya menyebutkan kualitas pelayanan merupakan
sebuah hasil yang harus dicapai dan dilakukan dengan
sebuah tindakan namun tindakan tersebut tidak
berwujud dan mudah hilang, namun dapat dirasakan
dan diingat (Supranto,2006). Jadi, pelayanan baru
dikatakan berkualitas jika sesuai dengan harapan/
keinginan penerima layanan maka para pengguna
layananlah yang bisa menilai dan mengukur pelayanan
tersebut.

Selanjutnya pada tahun 1988, Parasuraman,
et al (dalam Fitzsimmons dan Fitzsimmons, 1994,
Zeithmal dan Bitner, 1996) menemukan bahwa
sepuluh dimensi yang ada dapat dirangkum menjadi
lima dimensi pokok. Ke-lima dimensi pokok tersebut
meliputi :

1. Bukti langsung (tangibles), meliputi fasilitas

fisik, perlengkapan, pegawai, dan sarana
komunikasi.

2. Kehandalan (realibility), yakni kemampuan
memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan
segara, akurat, dan memuaskan.

3. Daya tanggap (responsiveness), yaitu keinginan
para staf untuk membantu para pelanggan dan
memberikan pelayanan dengan tanggap.

4. Jaminan (assurance), mencakup pengetahuan,
kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat
dipercaya yang dimiliki para staf; bebas dari
bahaya, risiko atau keragu-raguan.

5. Empati, meliputi kemudahan dalam melakukan
hubungan, komunikasi yang baik, perhatian
pribadi, dan memahami kebutuhan para
pelanggan.

Kepuasan Pelanggan Kepuasan menurut
Oliver dalam Supranto adalah tingkat perasaan
seseorang setelah membandingkan kinerja/hasil yang
dirasakannya dengan harapannya. Tingkat kepuasan
merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja
dibawah harapan, maka pelanggan akan sangat kecewa
(Supranto, 2006).

Kepuasan Pelanggan merupakan alat ukur
dalam menilai tingkat kinerja pelayanan seperti yang
dijelaskan dalam buku Nina Rahmayanty,

mendefinisikan Kepuasan berasal dari bahasa latin,
yaitu satis yang berarti enough atau cukup dan facere
yang berarti to do atau melakukan. Jadi, produk atau
jasa yang bisa memuaskan adalah produk dan jasa
yang sanggup memberikan sesuatu yang dicari oleh
pelanggan sampai pada tingkat cukup. Kemudian,
Pelanggan (customer) yaitu penerima layanan atau
kata lain dari konsumen (customer) (Nina
Rahmayanty, 2010). Kemudian seorang pakar Willkie
(1990) dalam buku Surjadi menyatakan kepuasan
pelanggan merupakan suatu tanggapan emosional pada
evaluasi terhadap pengalaman konsumsi produk atau
jasa (Surjadi, 2010).

Selanjutnya, Kepuasan Pelayanan menurut
KEPMENPAN NO KEP/25/MPAN/2/M.2004 adalah
hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap
kinerja  pelayanan yang  diberikan  aparatur
penyelenggaraan pelayanan publik. Menurut Kotler
dalam Tjiptono juga mendefinisikan bahwa kepuasan
pelanggan merupakan tingkat perasaan seseorang
setelah membandingkan kinerja (atau hasil) yang ia
rasakan dibandingkan dengan harapannya( Fandy
Tjiptono, 2004).

Metode Penelitian

Penelitian ~ ini ~ merupakan  penelitian
eksplanatif survey. Adapun lokasi penelitian ini yaitu
Rumah susun sewa Warugunung Karangpilang
Surabaya. Teknik sampling yang digunakan yaitu
Simple random sampling. Penelitian ini menggunakan
skala likert. Sementara teknik pengumpulan data yang
dilakukan terdiri atas Kuisioner, wawancara dan
Observasi langsung dan pemanfaatan dokumen
tertulis. Teknik analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini meliputi analisis regresi linier sederhana,
Uji T, Uji F dan Uji hipotesis

Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian yang dilakukan dalam
penelitian ini menunjukkan bahwa jawaban responden
penelitian sebanyak 100 orang yang merupakan
penghuni Rusunawa Warugunung Surabaya. Diketahui
ada sebanyak 11 orang responden pada penelitian ini
yang usianya di bawah 25 tahun, sebanyak 7 orang
responden berusia antara 26 tahun hingga 30 tahun,
ada sebanyak 19 orang responden yang usianya antara
31 tahun hingga 35 tahun, ada sebanyak 27 orang
responden yang berusia antara 36 tahun hingga 40
tahun dan sisanya sebanyak 36 orang yang usianya
lebih dari 40 tahun. Dari data tersebut diketahui bahwa
penghuni Rusunawa Warugung Surabaya yang
menjadi responden pada penelitian ini mayoritas
berusia lebih dari 40 tahun. Diketahui sebanyak 65
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responden penelitian (65%) adalah laki-laki dan
sisanya sebanyak 35 orang (35%) merupakan
perempuan.

Pendidikan responden sebanyak 4 orang pada
penelitian ini merupakan lulusan SD, sebanyak 29
orang responden merupakan lulusan SMP, yang
merupakan lulusan SMA ada sebanyak 65 orang
responden dan yang merupakan lulusan dari Diploma
atau S1 ada sebanyak 2 orang. Berdasarkan Pekerjaan
sebanyak 1 orang responden bekerja sebagai PNS,
tidak ada responden yang merupakan anggota TNI
POLRI, sebanyak 20 orang responden adalah
wiraswasta, sebanyak 71 orang bekerja dibidang
swasta dan sisanya 8 orang memilih jenis pekerjaan
lainnya dalam kuesioner.

Diketahui responden pada penelitian ini yang
telah tinggal di rusunawa kurang dari 1 tahun ada
sebanyak 4 orang, responden yang telah tinggal antara
1 tahun hingga 5 tahun ada sebanyak 27 orang,
responden yang telah tinggal antara 5 tahun hingga 10
tahun ada sebanyak 42 orang dan responden yang
telah tinggal diatas 10 tahun ada sebanyak 27 orang.
pada penelitian ini apabila dilihat dari besarnya gaji
yang diterima per bulan, sebanyak 3 orang
menyatakan memiliki gaji kurang dari Rp.500.000,-
per bulan, sebanyak 11 orang menyatakan memiliki
gaji antara Rp.500.000,- Hingga Rp.1.000.000,-
sebanyak 31 orang menyatakan memiliki gaji antara
Rp.1.000.000,- Hingga Rp.2.000.000,- sebanyak 52
orang menyatakan memiliki gaji antara Rp.2.000.000,-
Hingga Rp.5.000.000,- dan sisanya sebanyak 3 orang
menyatakan memiliki gaji lebih dari Rp.5.000.000,-
per bulan. Dari data tersebut diketahui bahwa
mayoritas penghuni Rusunawa Warugung Surabaya
yang menjadi responden pada penelitian ini memiliki
gaji antara Rp.2.000.000,- Hingga Rp.5.000.000,- per
bulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan
kepada 100 responden menyatakan bahwa tingkat
kepuasan penyewa rusunawa dalam indikator
tangibles cenderung rendah dan lingkungan rusunawa
kurang bersih , dan bangungan tidak mengindahkan
estetika dengan persentase sebesar 51,2% menjawab
tidak puas. Pada indikator Reability menyatakan
bahwa masyarakat masih menilai pelayanan yang
diberikan oleh pemerintah masih rendah dalam hal
respon yang cepat, memuaskan dan tidak berbelit-
belit, kemudian menyatakan pelayanan dalam
pengurusan izin pemakaian rumah susun dan
perpanjangan izin masih tidak tepat waktu dengan
persentase sebesar 56,4% menjawab tidak puas.
Indikator Responsiveness menyatakan pelayanan yang
diberikan pengelola rusunawa Warugunung Surabaya
dinilai masih kurang tanggap dan kurang cepat dengan
persentase sebesar 53,4% menjawab tidak puas.
Indikator Assurance menyatakan bahwa artinya

penghuni masih merasakan ketidaknyaman dalam
pelayanan dan kurang ramahnya petugas pengelola
rusunawa dalam memberikan pelayanan, kemudian
jawaban terbanyak ~ menyatakan kurangnya
kemampuan petugas dalam memberikan solusi atas
permasalahan yang terjadi di rusun, selain itu
penghuni merasa kurang aman saat melakukan
perpanjangan izin ataupun pengurusan izin rumah
susun dengan persentase jawaban sebesar 63,4% tidak
puas. Dan yang terakhir indikator Emphaty
menyatakan bahwa mengenai tidak terjadinya timbal
balik dari petugas saat adanya pengaduan dari warga
rusunawa dengan persentase jawaban sebesar 54%.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan
kepada 100 responden menyatakan bahwa tingkat
kualitas pelayanan dalam indikator tangibles
menyatakan bahwa kelayakan fasilitas fisik yang ada
di Rusunawa Warugunung Surabaya dinilai masing
masing rendah oleh penghuni dan lingkungan
rusunawa yang kurang nyaman dan kurang bersih
dengan persentase sebesar 44,2% kurang setuju.
Indikator Reability menyatakan bahwa penghuni
rusunawa Warugunung Surabaya masih merasakan
kurangnya kemampuan pengurus rusunawa dalam
memberikan respon pelayanan ke penghuni dengan
persentase 52%. Indikator Responsiveness menurut
penghuni daya tanggap pengelola rusun masih kurang
dalam memberikan layanan dan pengelola rusunawa
cukup tanggap dalam memberikan informasi dengan
prsentase 50%. Indikator Assurance menyatakan
bahwa pelayanan yang diberikan pengelola rusunawa
dirasakan masih kurang profesional dalam menangani
kepengurusan sewa menyewa rusunawa dengan
persentase 51,2%. Indikator Emphaty menyatakan
bahwa pengaduan yang disampaikan terkadang tidak
sesuai dengan yang diharapkan warga rusunawa
dengan persentase 43,4%.

Analisis data menggunakan Uji Asumsi
Klasik membuktikan hasil Normalitas uji kolmogorov
smirnov residual menghasilkan nilai signifikansi
sebesar 0,939 > 0,05, maka dapat disimpulkan residual
model regresi berdistribusi normal, dengan demikian
asumsi normalitas residual telah terpenuhi. Keadaan
ini juga dapat diperkuat dengan menggunakan Normal
Probability Plot.
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Dependent Variable: Kepuasan Penyewa
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Multikolinieritas ~ menunjukkan  adanya
korelasi (hubungan) yang kuat antara variabel bebas
dalam model regresi. Pendeteksian ada atau tidaknya
multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai
tolerance dan nilai Variance Inflation Factor (VIF).
Apabila nilai VIF < 10 dan tolerance > 0,1 maka
model regresi bebas dari multikolinieritas. Pengujian
ada atau tidaknya heteroskedastisitas dilakukan
dengan menggunakan scatterplot antara nilai prediksi
variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya
(SRESID). Jika scatterplot menghasilkan titik-titik
yang tidak membentuk pola tertentu, maka tidak
terjadi heteroskedastisitas.
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Diketahui titik-titik tidak membentuk pola
tertentu, yang ditandai dengan titik-titik menyebar di
atas dan di bawah angka nol sumbu Y. Hasil ini
menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Berdasarkan hasil penelitian Uji Regresi
bahwa kualitas pelayanan sangat berpengaruh dengan
kepuasan penyewa rusunawa Warugunung Surabaya.
Hal ini dapat di lihat dari analisis linier regresi
sederhana yaitu Y = 1,605 + 0,532 X menunjukkan
hasil sangat berpengaruh antara variabel X (kualitas
pelayanan) dan variabel Y (kepuasan penyewa).
Berdasarkan Uji koefisien korelasi dan uji koefisien
determinasi menunjukkan hubungan yang kuat sebesar
53,2% yang artinya Kualitas Pelayanan Dinas
Pengelolaan Bangunan dan Tanah mempengaruhi
Kepuasan Penyewa Rusunawa Warugunung Kota
Surabaya.

Pada pengujian nilai R yang diperoleh
sebesar 0,468 menunjukkan bahwa hubungan kualitas
layanan terhadap kepuasan penyewa Rusunawa
Warugunung Surabaya tergolong cukup kuat. Nilai R
Square yang diperoleh sebesar 0,219, memiliki arti
bahwa pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan
penyewa Rusunawa Warugunung Surabaya adalah
sebesar 21,9% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor
lain selain kualitas layanan.

Selanjutnya dilakukan Pengujian Hipotesis
menggunakan Uji t dimana hasil uji t antara kualitas
layanan terhadap kepuasan penyewa Rusunawa
Warugunung Surabaya, menghasilkan nilai t hitung =
5,248 > t tabel 1,984 (df=98, a/2=0,025) dan nilai
signifikansi = 0,000 < 0,05. Berdasarkan hasil tersebut
dapat  disimpulkan bahwa kualitas layanan
berpengaruh signifikan terhadap kepuasan penyewa
Rusunawa Warugunung Surabaya. Koefisien regresi
kualitas layanan sebesar 0,532 menunjukkan bahwa
kualitas layanan berpengaruh positif —terhadap
kepuasan penyewa Rusunawa Warugunung Surabaya,
hal ini berarti apabila kualitas layanan yang diterima
penghuni semakin baik, maka akan meningkatkan
kepuasan penyewa Rusunawa Warugunung Surabaya
secara nyata. Berdasarkan hasil ini, hipotesis pertama
penelitian yang menduga kualitas layanan berpengaruh
secara signifikan terhadap kepuasan penyewa terbukti
kebenarannya atau dengan kata lain H, ditolak dan H;
diterima.

Hasil ~ penelitian =~ Pengaruh  kualitas
pelayanaan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
terhadap Kepuasan Penyewa Rusunawa menunjukkan
bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara
Kualitas layanan dengan Kepuasan Penyewa. Hal ini
digambarkan bahwa kualitas pelayanan yang buruk
meningkatkan rasa ketidakpuasan. Jadi, dapat
disimpulkan H, ditolak dan Ha diterima sehingga
kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kepuasan penyewa.

Hasil penelitian tersebut menghasilkan
kesimpulan bahwa ada hubungan antara kualitas
layanan dengan kepuasan penyewa. Dimana Fasilitas
yang diberikan (Tangibles), Kehandalan Petugas
(reability), Daya tanggap petugas dalam menangani
masalah rusun (Responsiveness), Jaminan Petugas
(Assurance), dan Kepedulian Petugas (Emphaty) akan
berdampak pada tingkat kepuasan penyewa
Rusunawa. Oleh karena itu, semakin tinggi mutu
pelayanan yang diberikan kepada penyewa rusunawa
maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan yang
diterima oleh warga rusunawa. Hal ini juga
sebagaimana teori yang dijabarkan oleh Kotler.

Dalam teori Kotler mengemukakan bahwa
kepuasan pelanggan merupakan perasaan senang atau
kecewa seseorang  yang muncul setelah
membandingkan kinerja (atau hasil) yang diharapkan.
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Jika kinerja dibawah harapan, pelanggan tidak puas.
Jika kinerja memenuhi harapan, pelanggan amat puas
atau senang. Hal ini tingkat kepuasan merupakan
fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan
dan di harapkan, maka pelanggan akan kecewa, Bila
kinerja sesuai dengan harapan, pelanggan akan puas.
Sedangkan bila kinerja melebihi harapan, maka
pelanggan akan sangat puas. Harapan pelanggan dapat
dibentuk dari masalah sebelumnya, komentar keadaan
yang telah terjadi dan melakukan complain.

Selain itu menurut Oliver dalam Supranto
menjelaskan tingkat perasaan seseorang setelah
membandingkan kinerja/hasil yang dirasakannya
dengan harapannya. Tingkat kepuasan merupakan
fungsi dari perbedaan antara kinerja dibawah harapan,
maka pelanggan akan sangat kecewa. Lupiyoadi juga
mengatakan kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh
persepsi kualitas jasa atau produk, kualitas layanan,
harga, biaya, salah satu faktor menentukan kepuasan
pelanggan adalah persepsi pelanggan mengenai lima
dimensi yaitu bukti fisik, kehandalan, daya tanggap,
jaminan dan empati.

Sedangkan menurut Tjiptono mengemukakan
bahwa kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan adalah
respon pelanggan terhadap evaluasi
ketidaksesuaian/diskonfirmasi yang dirasakan antara
harapan sebelumnya akan kinerja produk actual yang
dirasakan setelah pemakaiannya. Rangkuti
menjelaskan juga bahwa salah satu factor yang
menentukan kepuasan pelanggan aladah persepsi
pelanggan mengenai kualitas jasa yang berfokus pada
lima dimensi jasa. Kepuasan pelanggan selain
dipengaruhi oleh persepsi kualitas jasa, juga
ditentukan oleh kualitas produk, harga dan factor-
faktor yang bersifat pribadi serta bersifat situasi sesaat.
Persepsi pelanggan mengenai kualitas jasa tidak
mengharuskan pelanggan menggunakan jasa tersebut
terlebih dahulu untuk memberikan penilaian.

Definisi diatas dapat ditarik kesimpulan
bahwa Kepuasan ditinjau dari sisi pelanggan yaitu
pelanggan dapat merasakan pelayanan yang telah
diberikan kemudian dibandingkan dengan apa yang
mereka diinginkan. Pelanggan akan merasakan
kepuasan jika harapan atau keinginan mereka
terpenuhi dengan meningkatkan pelayanan yang
diberikan kepada mereka.

Di sisi lain, Kualitas Pelayanan dalam teori
Parasuraman menjelaskan bahwa 2 faktor utama
dalam mempengaruhi kualitas pelayanan yaitu
expected service dan perceived service, dengan kata
lain kualitas pelayanan yang diterima atau dirasakan
sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas
pelayanan dipresepsikan baik dan memuaskan. Jika
pelayanan yang diterima melampaui harapan
pelanggan, maka dipresepsikan sebagai kualitas yang
ideal. Sebaliknya jika pelayanan yang diterima rendah

daripada yang diharapkan , maka kualitas pelayanan
yang dipresepsikan buruk.

Lima dimensi yang dikemukakan
Parasuraman dkk yang digunakan dalam penelitian ini
maka kepuasan pelanggan dapat diukur, dipahami dan
dijadikan sebagai suatu hasil yang baik untuk
meningkatan kualitas pelayanan yang diberikan
kepada pelanggan. Namun, selain yang dikemukakan
oleh Parasuraman dkk tersebut, masih ada pakar lain
yang merumuskan kualitas pelayanan salah satunya
Groonros dalam buku Tjiptono bahwa terdapat tiga
kriteria pokok, yaitu outcome-related, proses-related
dan image related criteria.

Dari penjelasan diatas di dapat bahwa teori
Kotler menunjukkan ada hubungan yag berpengaruh
antara variabel kualitas pelayanan terhadap variabel
kepuasan pelanggan, dibuktikan bahwa ketika warga
rusunawa memberikan rasa puas atau pun tidak puas
pelayanan yang telah diberikan Dinas pengelolaan
bangunan dan Tanah dan membandingkan harapan
harapan tersebut yang menunjukkan kenyataan di
lapangan.

Pada kenyataannya rumah susun warugunung
pelayanan yang disediakan Dinas Pengelolaan
Bangunan dan Tanah belum maksimal banyaknya
fasilitas yang rusak dan atap yang bocor bukti nyata
bahwa harapan penghuni rusunawa belum terpenuhi
selain itu, kurang tanggapnya pemerintah pada
penghuni rusunawa sehingga banyak keluhan dari
warga rusunawa kepada pemerintah, Selain itu
jaminan keamanan pada warga rusunawa kurang
diperhatikan banyaknya kejahatan di kalangan warga
rusun dan pos penjagaan tidak berfungsi, hal ini
membuktikan persepsi warga rusun belum biasa
menjadikan pelayanan yang diberikan Dinas
pengelolaan Banguanan dan Tanah belum maksimal.

Persepsi  dalam  kepuasan  pelanggan
merupakan salah satu metode dalam mengukur
kualitas pelayanan. Puas dan ketidak puasan menjadi
sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan
sehingga dapat memperbaiki kesalahan selama
memberikan pelayananDengan demikian teori yang
dikemukakan kotler dengan menggunakan dimensi
kualitas pelayanan dari teori parasuraman dkk dapat di
buktikan kebenarannya, hasil dilapangan menyatakan
sangat berpengaruh antara variabel kualitas pelayanan
terhadap variabel kepuasan pelanggan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas tentang
pengaruh kualitas pelayanan Dinas Pengelolaan
Bangunan dan Tanah terhadap Kepuasan penyewa
Rusunawa Warugunung Kota Surabaya, dapat
disimpulkan sebagai berikut :
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1. Kualitas pelayanan secara langsung memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan
pelanggan

2.  Kepuasan pelanggan secara langsung memiliki
pengaruh besar terhadap kualitas pelayanan.

3. Kaualitas Pelayanan Dinas Pengelolaan Bangunan
dan Tanah mempengaruhi Kepuasan Penyewa
Rusunawa Warugunung Kota Surabaya memiliki
hubungan yang kuat sebesar 53,2% yang sisanya
dipengaruhi oleh factor lain.

V.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah
dilakukan dan kesimpulan di atas, maka saran yang
bisa diberikan peneliti, yaitu :

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah
dilakukan  sebelumnya, warga rusunawa
Warugunung mengharapkan Kebersihan
lingkungan di Rusunawa lebih ditingkatkan lagi
dan perlu adanya perhatian dari pihak pemerintah
utuk menangani kasus ini karena banyaknya
sampah yang tidak diatur dengan baik, limbah
pabrik sekitar Rusun kemudian kurangnya
kebersihan di area Rusunawa. Kemudian
Fasilitas pada Rusunawa perlu ditingkatkan lagi ,
di Lantai 5 Rusunawa Warugunung atap atap
mulai bocor dan tak layak perlu adanya
perbaikan dari pihak pemerintah.

2. Pemerintah perlu membenahi adanya manajemen
pada Rusun karena menurut warga rusunawa
Keamanannya kurang berfungsi , kemudian
lamanya menunggu respon dari pemerintah
dalam menangani masalah di Rusunawa.

3. Pemerintah Kota Surabaya khususnya Dinas
Pengelolaan Bangunan dan Tanah perlu
membenahi pelayanannya untuk ditingkatkan
menjadi lebih baik terutama terhadap warga
rusunawa Warugunung Karangpilang
dikarenakan jarak Rusunawa yang jauh dari
pusat kota menyebabkan kurangnya perhatian
dari pemerintah.
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